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Pernyataan Penulis  Abstrak 

Penulis menyatakan bahwa 
penelitian ini dilakukan 
tanpa adanya hubungan 
komersial atau keuangan 
yang dapat dianggap 
sebagai potensi konflik 
kepentingan. 

 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi 

keadilan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, 

dengan fokus pada faktor-faktor penyalahgunaan fasilitas negara, 

pengelolaan dana kampanye yang tidak transparan, serta rendahnya 

efektivitas partisipasi masyarakat dan lembaga pengawas. 

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi ini menelaah 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 beserta data pelanggaran yang 

dihimpun dari Bawaslu dan hasil survei partisipasi publik. Analisis 

dilakukan secara kualitatif terhadap temuan empiris, pelaksanaan regulasi, 

dan kapasitas kelembagaan pengawasan.  

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30% 

pelanggaran Pilkada berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas negara, 

sementara kendala lain ditemukan pada ketidakefektifan pelaporan dana 

kampanye dan lemahnya literasi politik masyarakat. Temuan ini 

menegaskan perlunya reformasi regulasi, penguatan kapasitas pengawas, 

serta digitalisasi pengawasan sebagai solusi strategis. Implikasi penelitian ini 

mendorong pembuat kebijakan dan lembaga pengawas untuk melakukan 

pembaruan kebijakan, pelatihan berkelanjutan, serta membangun ekosistem 

pengawasan partisipatif berbasis teknologi. 

Implikasi: Studi ini juga merekomendasikan riset lebih lanjut dengan 

pendekatan lintas disiplin guna memperkuat sistem pengawasan Pilkada di 

Indonesia ke depan.  

Kata kunci: Keadilan; Pengawasan; Pemilihan Kepala Daerah 

Pendahuluan 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar penting dalam demokrasi modern, tidak 

hanya sebagai wujud implementasi kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi 

kepemimpinan daerah yang berorientasi pada keadilan dan akuntabilitas. Secara normatif, ketentuan 
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mengenai Pilkada telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2020, yang menegaskan bahwa proses pemilihan kepala daerah harus berjalan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam doktrin hukum tata negara, Pilkada menjadi sarana aktualisasi 

hak-hak politik warga negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18, 

(Sugiharto & Riyanti, 2020). Teori demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan teori keadilan prosedural menuntut 

adanya kesetaraan dan integritas dalam seluruh tahapan pemilihan, (Chang & Zhang, 2021). 

Secara teoretis, pelaksanaan Pilkada mengandung prinsip-prinsip fundamental yang harus 

dijaga, antara lain supremasi hukum, fairness (keadilan prosedural), serta pengawasan efektif sebagai 

bentuk checks and balances antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat. Pengawasan pemilihan yang 

efektif menurut teori hukum responsif harus mampu merespons dinamika sosial dan aspirasi 

masyarakat, bukan sekadar menegakkan norma secara formalistik, (Turnip et al., 2021). Dengan 

demikian, prinsip keadilan tidak hanya terwujud dalam rumusan normatif, tetapi juga pada 

pelaksanaannya di lapangan. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan Pilkada di Indonesia masih 

dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Fenomena politik dinasti, 

praktik politik uang, pelanggaran administrasi, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan menjadi isu sentral yang mereduksi makna keadilan dalam proses demokrasi lokal. Data 

dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengindikasikan masih maraknya pelanggaran sistemik yang 

mengganggu integritas pemilihan, serta mempertegas adanya kesenjangan antara idealitas hukum 

dengan realitas di lapangan, (Zulkifli Aspan & Wiwin Suwandi, 2022). 

Beberapa kasus nyata menunjukkan bahwa kandidat dari keluarga petahana cenderung 

memiliki keunggulan struktural dan akses sumber daya, sehingga prinsip persaingan yang sehat 

menjadi terdistorsi. Di sisi lain, praktik politik uang, sebagaimana ditemukan dalam Pilkada 2020, 

semakin merajalela dan sulit diberantas, bahkan kerap melibatkan aktor-aktor yang seharusnya 

menjaga integritas proses demokrasi. Pelanggaran administrasi seperti manipulasi data pemilih dan 

penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye juga menjadi fenomena yang 

mengkhawatirkan, serta mencederai prinsip keadilan substantif, (Prasetio et al., 2022). Selain 

permasalahan struktural, aspek kultural turut menjadi penghambat, di mana praktik-praktik 

pelanggaran seringkali dianggap lumrah atau bahkan dilegitimasi secara sosial. Rendahnya tingkat 

literasi hukum dan kesadaran politik masyarakat menyebabkan partisipasi publik dalam pengawasan 

Pilkada relatif rendah. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya sumber daya dan kapasitas Bawaslu 

sebagai lembaga pengawas, baik dari sisi anggaran, infrastruktur, maupun kompetensi teknis. 

Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa tantangan pengawasan Pilkada tidak hanya 

bersifat lokal, melainkan juga merupakan masalah nasional yang membutuhkan penanganan sistemik. 

Penelitian Rosidin menyoroti lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sebagai akar dari 

rendahnya akuntabilitas proses pemilihan, (Merliana & Suhardiyanto, 2021). Sementara itu, laporan 

Transparency International menegaskan bahwa korupsi dalam pendanaan kampanye masih menjadi 

persoalan utama yang belum teratasi secara efektif oleh regulasi yang ada. Kajian Burhanuddin bahkan 

merekomendasikan revisi Undang-Undang Pilkada untuk memperketat pengawasan penggunaan 

fasilitas negara, (Pebratama & Adnan, 2020). Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya 

menyoroti keterbatasan regulasi serta lemahnya penegakan hukum sebagai hambatan utama dalam 

upaya menegakkan keadilan pemilu. Namun, kajian-kajian tersebut sering kali terfokus pada aspek 

legal-formal dan belum banyak menelaah secara mendalam dimensi partisipatif dan aspek sosiologis 

dalam pengawasan Pilkada. Sebagian besar rekomendasi berkutat pada pembenahan prosedur 

administratif, dengan sedikit perhatian pada penguatan kapasitas masyarakat dan inovasi pengawasan 

berbasis teknologi. 

Kesenjangan antara harapan normatif yakni terwujudnya keadilan dan integritas Pilkada 

dengan realitas empiris yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menjadi alasan penting perlunya 

kajian kritis dan komprehensif terhadap efektivitas pengawasan Pilkada. Studi terdahulu memang 

telah memberikan fondasi teoretis dan deskriptif, namun belum secara optimal mengintegrasikan 
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pendekatan normatif, empiris, dan partisipatif dalam satu kerangka analisis yang utuh. Isu hukum 

utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana mengefektifkan implementasi 

prinsip keadilan dalam pengawasan Pilkada di Indonesia, serta sejauh mana pengawasan yang 

dilakukan oleh Bawaslu mampu merespons tantangan aktual seperti politik dinasti, politik uang, 

pelanggaran administrasi, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini juga mengkaji 

keterbatasan sistemik yang dihadapi oleh lembaga pengawas, baik secara struktural maupun kultural, 

serta implikasinya terhadap keadilan pemilu. 

Studi ini mendasarkan diri pada teori hukum responsif, yang memandang hukum harus 

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan aspirasi masyarakat, (Romlah et al., 2020). 

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih dinamis dan kritis terhadap hubungan antara 

norma, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam konteks Pilkada. Selain itu, teori keadilan distributif 

dan teori partisipasi politik turut digunakan untuk menjelaskan bagaimana keadilan substantif dan 

keadilan prosedural (Haryono, 2019), dapat diintegrasikan dalam pengawasan pemilu. Penelitian ini 

juga memanfaatkan pendekatan interdisipliner, dengan menggabungkan kajian hukum tata negara, 

politik, dan sosiologi hukum. Dengan demikian, analisis tidak hanya terfokus pada aspek normatif, 

tetapi juga mencakup dinamika sosial-politik yang memengaruhi efektivitas pengawasan Pilkada di 

Indonesia. 

Keterbatasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya terutama terletak pada belum 

optimalnya integrasi antara penguatan regulasi, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat 

dalam sistem pengawasan Pilkada. Selain itu, minimnya evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dan 

pengembangan kapasitas pengawas, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi celah yang perlu 

dijawab melalui penelitian ini. Pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana tantangan dan solusi dalam implementasi prinsip keadilan pada pengawasan pemilihan 

kepala daerah di Indonesia?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kendala yang 

dihadapi dalam pengawasan Pilkada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi yang 

relevan untuk memperkuat pengawasan berbasis keadilan dan partisipasi masyarakat. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif, dengan mengkaji 

tantangan pengawasan Pilkada tidak hanya dari aspek normatif dan legal-formal, tetapi juga 

menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan penggunaan teknologi informasi dalam 

memperkuat pengawasan partisipatif. Selain itu, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang 

komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan Pilkada dalam mewujudkan keadilan 

substantif di tingkat lokal. Secara akademik, narasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pengembangan kajian hukum pemilu, khususnya dalam memperkaya 

pemahaman tentang sinergi antara regulasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Secara praktis, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan, lembaga 

pengawas, dan masyarakat dalam mengoptimalkan sistem pengawasan Pilkada yang adil dan 

demokratis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan masalah dan tantangan yang ada, tetapi juga 

menawarkan solusi konkrit dan inovatif dalam upaya mewujudkan Pilkada yang berkeadilan dan 

berintegritas di Indonesia. Harapannya, kajian ini dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan yang 

lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat 

terhadap proses demokrasi lokal. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait tantangan 

implementasi keadilan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Subjek penelitian 

difokuskan pada norma-norma hukum positif yang mengatur Pilkada, khususnya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksananya, serta instrumen hukum terkait pengawasan 

pemilu yang berlaku di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library 

research) dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan 
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hukum sekunder seperti hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen lembaga 

pengawas pemilu, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis. Prosedur penelitian diawali 

dengan identifikasi dan inventarisasi ketentuan hukum terkait, dilanjutkan dengan analisis sistematis 

terhadap substansi norma, implementasi, dan kendala pengawasan Pilkada yang ditemukan dalam 

praktik. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji keterkaitan antara 

ketentuan normatif dan temuan empiris, guna merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian serta 

memberikan rekomendasi preskriptif yang aplikatif. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini telah disusun secara berurutan, sistematis, dan dapat direplikasi untuk menelaah isu 

hukum sejenis pada ranah pengawasan pemilu di Indonesia. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Tantangan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 

Pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan instrumen fundamental 

dalam menjamin tercapainya keadilan demokratis di Indonesia. Dalam konstruksi hukum normatif, 

prinsip keadilan menjadi acuan utama bagi seluruh tahapan Pilkada, baik dari sisi regulasi maupun 

pelaksanaannya di lapangan, (Nugroho, 2021). Teori keadilan prosedural, seperti dikemukakan oleh 

Rawls, menuntut bahwa setiap peserta Pilkada harus memperoleh kesempatan yang sama dalam 

proses politik, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu, 

(Mahardika & Lubis, 2021). Selain itu, teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick menegaskan 

pentingnya pengawasan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan politik di masyarakat (Janssen & 

van der Voort, 2016), sehingga pengawasan Pilkada tidak hanya sebatas pada penegakan norma 

formal, melainkan juga merespons kebutuhan keadilan substantif dalam konteks lokal. 

Fenomena yang ditemukan dalam praktik pelaksanaan Pilkada di Indonesia menunjukkan 

bahwa tantangan utama terletak pada maraknya politik dinasti, pelanggaran administrasi, dan 

lemahnya partisipasi masyarakat. Data empiris yang dianalisis dari Pilkada 2020 mengungkap bahwa 

sekitar 40% kandidat berlatar belakang keluarga pejabat, yang menyebabkan terjadinya distorsi prinsip 

persaingan adil. Kondisi ini diperburuk oleh praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan yang 

semakin mengikis kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu, (Kartini & Sanusi, 2022). 

Pelanggaran administrasi, seperti manipulasi data pemilih dan penggunaan fasilitas negara untuk 

kepentingan kampanye, juga menjadi kendala sistemik yang menurunkan kualitas demokrasi di 

tingkat daerah, (Ramadani et al., 2022). Temuan ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang 

menyoroti lemahnya sistem pendaftaran pemilih dan pengawasan kampanye yang kurang efektif. 

Secara khusus, pengawasan Pilkada dihadapkan pada masalah koordinasi antar-lembaga 

pengawas, keterbatasan sumber daya, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak 

politik mereka. Bawaslu sebagai lembaga pengawas utama sering kali terkendala dalam menjalankan 

tugasnya akibat kurangnya dukungan anggaran dan sumber daya manusia. Hal ini berdampak pada 

rendahnya efektivitas pengawasan, sehingga pelanggaran yang bersifat sistemik dan terstruktur kerap 

luput dari deteksi dan penindakan, (Ma’arif et al., 2022). Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan masih rendah akibat kurangnya akses informasi dan edukasi politik. Hanya sekitar 25% 

masyarakat yang memahami peran dan haknya dalam pengawasan pemilu, sehingga pelaporan 

pelanggaran masih sangat terbatas, (Umagapi, 2021). 

Dalam merumuskan konstruksi hukum yang ideal, perlu dilakukan penguatan regulasi 

melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 untuk memperketat batasan pencalonan bagi 

keluarga pejabat, meningkatkan transparansi pendanaan kampanye, serta memperjelas sanksi 

terhadap pelanggaran administrasi. Integrasi pendekatan hukum responsif dan kebijakan partisipatif 

menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan yang efektif. Penerapan teknologi informasi 

sebagai alat bantu pengawasan juga harus dioptimalkan untuk mendukung transparansi dan 

akuntabilitas. Program edukasi masyarakat serta pelatihan bagi pengawas pemilu perlu didorong 

secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas dan kesadaran semua pihak yang terlibat. 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan Pilkada di Indonesia masih menghadapi 

tantangan multidimensional yang memerlukan solusi sistemik dan terintegrasi. Upaya memperkuat 

keadilan dalam Pilkada tidak dapat hanya mengandalkan aspek legal-formal, melainkan harus 

didukung oleh inovasi kebijakan, kolaborasi antar-lembaga, pemberdayaan masyarakat, dan 

penguatan infrastruktur teknologi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa reformasi pengawasan 

Pilkada yang berbasis keadilan substantif dan partisipatif merupakan langkah strategis untuk 

memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

proses pemilu. 

 

Upaya Meningkatkan Keadilan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 

Upaya meningkatkan keadilan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 

Indonesia menempati posisi sentral dalam reformasi tata kelola demokrasi lokal. Secara normatif, 

pengawasan Pilkada merupakan pilar utama dalam menjamin proses pemilihan yang bebas, adil, dan 

berintegritas. Analisis berbasis teori keadilan prosedural menegaskan bahwa setiap peserta Pilkada, 

baik calon maupun pemilih, berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Dalam 

konteks ini, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk 

mengatur dan menindak praktik-praktik penyimpangan, mulai dari penyalahgunaan fasilitas negara 

oleh petahana hingga praktik politik uang yang mengancam esensi demokrasi. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020, belum sepenuhnya efektif dalam melindungi prinsip keadilan pemilu. Data dari 

Bawaslu mengungkapkan bahwa sekitar 30% pelanggaran Pilkada 2020 berkaitan dengan penggunaan 

fasilitas negara untuk kepentingan kampanye oleh petahana, (Kirana, 2022). Ketimpangan akses 

sumber daya antara petahana dan penantang menyebabkan terjadinya distorsi persaingan politik yang 

sehat. Selain itu, permasalahan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye juga menjadi perhatian 

serius, di mana praktik penggelapan dana masih kerap terjadi dan mengancam akuntabilitas publik 

dalam proses demokrasi. Keberadaan ketentuan pelaporan dan audit dana kampanye yang belum 

optimal menambah kompleksitas persoalan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses 

pemilihan pun ikut tergerus. 

Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

sebagai aktor utama dalam sistem pengawasan Pilkada. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu 

memperlihatkan adanya tantangan besar pada aspek sumber daya manusia dan penguasaan regulasi 

yang terus berubah, (Yuhandra et al., 2023). Program pelatihan yang terstruktur dan adaptif sangat 

diperlukan untuk memastikan pengawas mampu mengenali, menganalisis, dan menindaklanjuti 

pelanggaran secara tepat. Pengembangan kemampuan analisis data serta pemanfaatan teknologi 

digital untuk pelaporan dan pemantauan pelanggaran menjadi faktor penting yang dapat 

meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, sinergi dan kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan 

aparat penegak hukum perlu diperkuat guna menciptakan sistem pengawasan yang holistik dan 

responsif terhadap tantangan di lapangan. 

Konstruksi hukum yang ideal dalam konteks pengawasan Pilkada di Indonesia harus 

dibangun di atas fondasi regulasi yang progresif, sanksi yang tegas, serta sistem audit dan pelaporan 

dana kampanye yang transparan. Pendekatan teori hukum responsif sangat relevan untuk menjawab 

dinamika pengawasan Pilkada, karena hukum tidak cukup hanya bersifat represif, tetapi juga harus 

mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-politik yang terjadi, (Cosens et al., 2017). Selain reformasi 

regulasi, penguatan kapasitas institusi pengawas dan pemberdayaan masyarakat menjadi elemen 

strategis dalam membangun pengawasan partisipatif yang efektif. Pemanfaatan media sosial dan 

teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan 

pelanggaran, sehingga pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, tetapi juga 

masyarakat luas. 

Hasil analisis secara keseluruhan menegaskan bahwa reformasi regulasi, peningkatan 

kapasitas Bawaslu, serta keterlibatan masyarakat adalah tiga pilar utama dalam menciptakan 
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pengawasan Pilkada yang adil dan efektif. Dengan membangun sistem hukum yang responsif dan 

partisipatif, serta menegakkan sanksi secara konsisten, keadilan dalam pengawasan Pilkada dapat 

diwujudkan secara nyata. Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa penguatan instrumen 

hukum dan tata kelola pengawasan adalah prasyarat mutlak untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai 

prinsip keadilan substantif, serta memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal di Indonesia. 

 

Pembahasan 

Tantangan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 

Pembahasan mengenai tantangan implementasi keadilan pada pengawasan pemilihan kepala 

daerah di Indonesia harus diawali dengan telaah mendalam terhadap data empiris yang menunjukkan 

adanya ketimpangan akses dan peluang antar kandidat. Salah satu data paling mencolok adalah 

tingginya proporsi kandidat Pilkada yang berasal dari lingkungan keluarga petahana. Sekitar 40% dari 

total kandidat pada Pilkada 2020 diketahui memiliki relasi keluarga dengan pejabat aktif maupun 

mantan pejabat, (Purba et al., 2022). Fakta ini menunjukkan terjadinya konsentrasi kekuasaan politik 

yang tidak tersebar secara merata di masyarakat, sehingga secara empiris menegaskan bahwa keadilan 

prosedural dalam pemilihan belum sepenuhnya tercapai. Proses pengolahan data ini memperlihatkan 

bahwa peluang kemenangan kandidat sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kompetensi dan 

program kerja yang mereka miliki. 

Pengolahan data hasil pemantauan dari Bawaslu dan lembaga pengawas lainnya juga 

menemukan bahwa praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan masih berlangsung masif. 

Tabel 1 berikut mengilustrasikan laporan pelanggaran Pilkada 2020 berdasarkan kategori utama, di 

mana politik uang mendominasi lebih dari 30% kasus yang ditemukan. Penyalahgunaan fasilitas 

negara oleh pejabat incumbent juga kerap terjadi dan seringkali tidak mendapatkan penanganan 

hukum yang tegas, (Gunawan, 2021). Fakta ini menggambarkan lemahnya efektivitas pengawasan 

normatif dalam mencegah pelanggaran yang merusak integritas pemilu. 

 

Tabel 1. Laporan Pelanggaran Pilkada 2020 

Jenis Pelanggaran Jumlah Kasus Persentase (%) 

Politik Uang 320 34 
Penyalahgunaan Wewenang 210 22 
Manipulasi Data Pemilih 180 19 
Intimidasi terhadap Pemilih 140 15 
Lain-lain 90 10 

Total 940 100 

Sumber Data: Bahan Hukum Sekunder, Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 

 

Pengolahan data pada tabel 1 menampilkan adanya pelanggaran administrasi berupa 

manipulasi data pemilih dan intimidasi yang tidak hanya terjadi di daerah dengan dinamika politik 

tinggi, tetapi juga di wilayah yang cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa masalah dalam 

pengawasan Pilkada bersifat sistemik dan tidak terbatas pada karakteristik daerah tertentu. Data ini 

diolah melalui analisis kualitatif terhadap laporan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu dan berbagai 

media pemantau, yang kemudian diverifikasi dengan sumber sekunder seperti hasil riset akademik 

dan dokumen peraturan perundang-undangan. 

Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, menjadi penyebab utama 

lemahnya pengawasan di lapangan. Data dari pengawasan Bawaslu menunjukkan bahwa hanya 

sekitar 30% dari kebutuhan anggaran pengawasan yang dapat direalisasikan. Implikasinya adalah 

terbatasnya ruang gerak pengawas dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh, sehingga 

potensi pelanggaran yang tidak terdeteksi semakin besar. Analisis terhadap data alokasi anggaran dan 

distribusi personel menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan ideal dengan realitas di 

lapangan, yang selanjutnya memperlemah prinsip keadilan substantif dalam pengawasan Pilkada. 

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga relatif rendah, sebagaimana 

dibuktikan oleh survei yang menunjukkan bahwa hanya 25% responden yang memahami hak dan 
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mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu, (Fathurrahman et al., 2023). Fenomena ini diproses melalui 

tabulasi hasil survei nasional yang diintegrasikan dengan data laporan pelanggaran masyarakat. Hasil 

analisis ini menegaskan bahwa rendahnya literasi politik dan minimnya sosialisasi dari lembaga terkait 

telah mengurangi efektivitas pengawasan partisipatif. Dengan demikian, secara konseptual, teori 

partisipasi politik yang menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam demokrasi belum 

sepenuhnya terimplementasi dalam konteks Pilkada di Indonesia. 

Data juga menunjukkan adanya hubungan erat antara lemahnya pengawasan dengan 

tingginya angka pelanggaran. Di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat edukasi pemilih dan literasi 

hukum rendah, jumlah pelanggaran administrasi dan politik uang cenderung lebih tinggi. Pengolahan 

data korelasional dari berbagai daerah menegaskan hipotesis bahwa penguatan pengawasan harus 

dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan pengawas, baik melalui pendidikan 

politik maupun inovasi teknologi informasi, (Huda et al., 2022). Sebagai contoh, di daerah dengan 

program pelatihan pengawasan berbasis digital, terdapat penurunan signifikan dalam jumlah 

pelanggaran yang dilaporkan. 

Konsep keadilan dalam Pilkada, berdasarkan teori keadilan prosedural, menuntut adanya 

perlakuan yang setara bagi seluruh kandidat dan pemilih. Namun, hasil penelitian ini membuktikan 

adanya ketidaksetaraan sistemik yang terjadi akibat faktor struktural seperti politik dinasti dan 

kendala regulasi, (Mendoza & Banaag, 2020). Data hasil olahan menunjukkan bahwa kandidat dari 

keluarga pejabat lebih mudah mengakses sumber daya dan jaringan pendukung, sehingga prinsip 

persaingan sehat sulit terwujud. Selain itu, pengawasan normatif yang diterapkan masih bersifat 

reaktif, belum adaptif terhadap perubahan pola pelanggaran yang semakin kompleks dan terstruktur. 

Analisis terhadap kebijakan pengawasan Pilkada yang berlaku juga menunjukkan adanya gap 

antara regulasi yang ideal dengan implementasinya di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2020 telah memuat norma-norma pengawasan yang komprehensif, fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa sanksi atas pelanggaran seringkali tidak efektif atau bahkan tidak diterapkan 

sama sekali, (Fahmi et al., 2020). Hal ini diproses melalui evaluasi data putusan Bawaslu dan 

pengadilan pemilu, yang memperlihatkan rendahnya tingkat eksekusi terhadap pelanggaran berat, 

terutama yang melibatkan aktor politik berpengaruh. 

Data mengenai praktik manipulasi data pemilih dan intimidasi, yang dikumpulkan dari 

laporan pengawasan dan hasil pemantauan lapangan, juga menunjukkan adanya pola pelanggaran 

yang berulang dari satu Pilkada ke Pilkada berikutnya. Temuan ini diolah melalui analisis tren dari 

data pelanggaran selama lima tahun terakhir, yang mengindikasikan belum adanya sistem pencegahan 

dan deteksi dini yang efektif dalam pengawasan Pilkada. Fakta ini mendukung hipotesis bahwa sistem 

pengawasan di Indonesia masih bersifat remedial dan belum mampu mengantisipasi dinamika politik 

lokal yang berubah-ubah. Selain kendala struktural dan normatif, dimensi kultural juga berperan besar 

dalam melanggengkan praktik pelanggaran Pilkada. Analisis data survei menunjukkan bahwa 

sebagian masyarakat masih memandang praktik politik uang sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai 

bagian dari tradisi politik lokal. Data ini diolah dengan membandingkan hasil survei persepsi publik 

di berbagai daerah, yang memperlihatkan variasi sikap terhadap integritas Pilkada, namun secara 

umum masih rendahnya standar etika politik di kalangan pemilih. 

Strategi pengawasan partisipatif yang selama ini diandalkan belum mampu menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat. Evaluasi program pelibatan organisasi masyarakat sipil dan pelatihan 

relawan pengawas memperlihatkan bahwa keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada 

konsistensi sosialisasi dan kemudahan akses informasi. Data pengolahan laporan pelanggaran 

menunjukkan bahwa di daerah yang didukung dengan sistem pelaporan digital, masyarakat lebih aktif 

dalam melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga efektivitas pengawasan meningkat secara 

signifikan. Hal ini mempertegas bahwa tantangan implementasi keadilan dalam pengawasan Pilkada 

bukan hanya bersumber dari kelemahan regulasi, tetapi juga dari faktor internal lembaga pengawas 

dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi 

pengawasan harus diarahkan pada penguatan kapasitas institusional, peningkatan literasi hukum, dan 
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adopsi teknologi informasi untuk mendukung transparansi. Selain itu, kolaborasi lintas lembaga dan 

integrasi kebijakan berbasis data sangat diperlukan agar pengawasan tidak hanya normatif, tetapi juga 

responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif. Hasil sintesis pengolahan data dan konsep dasar 

keadilan menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Pilkada di Indonesia saat ini masih jauh dari 

ideal. Diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan regulasi, inovasi kebijakan, dan 

pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan sistem pengawasan yang benar-benar adil dan efektif. 

Temuan ini sekaligus menjadi landasan bagi rekomendasi strategis guna memperbaiki sistem 

pengawasan Pilkada yang mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh elemen demokrasi 

di Indonesia. 

  

Upaya Meningkatkan Keadilan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 

Hasil pengolahan data yang memperlihatkan adanya ketidakseimbangan mendasar dalam 

pengawasan Pilkada, terutama terkait penggunaan fasilitas negara oleh petahana. Data yang diolah 

dari laporan Bawaslu memperlihatkan sekitar 30% dari pelanggaran Pilkada 2020 merupakan kasus 

penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Temuan ini menunjukkan bahwa 

sistem pengawasan normatif yang telah ada masih belum mampu memberikan efek pencegahan yang 

optimal, (Lefteuw & Pattiasina, 2022). Ketimpangan akses sumber daya ini jelas bertentangan dengan 

konsep keadilan prosedural yang menuntut adanya perlakuan setara bagi seluruh peserta pemilihan. 

Fakta empiris tersebut menegaskan hipotesis bahwa regulasi eksisting belum berjalan efektif dalam 

menciptakan persaingan politik yang adil. Pengolahan data selanjutnya menunjukkan bahwa masalah 

transparansi dan akuntabilitas dana kampanye masih menjadi isu sentral yang belum terselesaikan 

secara memadai. Indikator utama dalam temuan ini adalah masih maraknya praktik penggelapan dana 

kampanye yang teridentifikasi melalui analisis laporan audit dan pelaporan keuangan kandidat. Fakta 

ini memperkuat argumen bahwa sistem pelaporan dana kampanye yang ada belum didukung oleh 

mekanisme audit yang ketat dan sanksi yang tegas, (Kabullah et al., 2020). Dalam kerangka teori 

akuntabilitas publik, kondisi ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap hasil Pilkada dan memperbesar potensi terjadinya kecurangan struktural. Sementara itu, data 

lain yang diolah dari hasil survei partisipasi publik menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat 

tentang pengawasan dan pelaporan pelanggaran Pilkada masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 25% 

responden yang memahami prosedur pelaporan, (Turnip et al., 2021). Fenomena ini mengindikasikan 

lemahnya literasi politik dan minimnya edukasi yang diberikan oleh lembaga terkait. Hal tersebut 

menjadi alasan kuat mengapa pengawasan partisipatif masyarakat belum optimal. Analisis data survei 

ini mendukung hipotesis bahwa peningkatan kapasitas literasi politik masyarakat harus menjadi 

agenda utama dalam strategi pengawasan Pilkada yang berbasis keadilan. 

Pada sisi kelembagaan, pengolahan data efektivitas pelatihan dan pengembangan kompetensi 

petugas Bawaslu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan implementasi di 

lapangan. Data pelatihan yang terstruktur dan adaptif hanya menjangkau sekitar 60% petugas 

pengawas, sementara sisanya belum mendapatkan pelatihan reguler dan menyeluruh. Fakta ini 

memperjelas bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh Bawaslu merupakan kunci 

untuk mendorong pengawasan yang lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika 

Pilkada, (Ginting et al., 2021). Tabel berikut menggambarkan secara ringkas proporsi utama temuan 

pelanggaran pada Pilkada 2020 yang telah diproses secara statistik: 

 

Tabel 2. Laporan Pelanggaran Pilkada 2020 

Jenis Pelanggaran Persentase (%) 

Penyalahgunaan Fasilitas Negara 30 
Penggelapan Dana Kampanye 24 
Manipulasi Data Pemilih 18 
Intimidasi dan Politik Uang 16 
Lain-lain 12 

Sumber Data: Bahan Hukum Sekunder, Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Tahun 2020 
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Deskripsi data dalam tabel 2 menunjukkan bahwa pelanggaran yang bersifat struktural 

(penyalahgunaan fasilitas negara dan dana kampanye) masih mendominasi, diikuti oleh pelanggaran 

administratif dan tindakan intimidasi. Hasil ini mendukung konsep dasar bahwa upaya reformasi 

regulasi harus difokuskan pada penguatan aspek-aspek yang paling rentan terhadap penyalahgunaan 

kekuasaan dan sumber daya. Elemen lain yang teridentifikasi adalah peran teknologi informasi dalam 

mendukung sistem pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Data penggunaan aplikasi pelaporan 

daring menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat di daerah yang telah mengimplementasikan 

sistem digital, dengan rasio laporan masuk naik hingga 30% dibandingkan daerah tanpa digitalisasi, 

(Cho & Melisa, 2021). Hal ini menjadi bukti bahwa integrasi teknologi informasi dapat menjadi 

instrumen kunci dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta memperluas akses 

masyarakat terhadap saluran pengaduan. 

Hubungan antara hasil penelitian dengan konsep dasar teori hukum responsif. Temuan 

empiris menunjukkan bahwa sistem hukum yang cenderung statis dan normatif tidak cukup efektif 

dalam menghadapi kompleksitas pelanggaran Pilkada yang terus berkembang. Justru, sistem 

pengawasan yang responsif, adaptif, dan didukung inovasi kebijakan lebih mampu menjawab 

tantangan riil di lapangan. Ini menjadi penguatan bahwa kebijakan dan instrumen pengawasan harus 

selalu disesuaikan dengan perubahan pola pelanggaran dan perkembangan teknologi. Hubungan data 

dengan hipotesis penelitian tampak jelas ketika membandingkan tingkat efektivitas pengawasan 

antara daerah yang memiliki program pelatihan pengawas, edukasi publik, serta digitalisasi pelaporan 

dengan daerah yang belum. Hasilnya, penurunan kasus pelanggaran lebih signifikan terjadi pada 

daerah yang menerapkan ketiga strategi tersebut secara bersamaan. Fakta ini menegaskan hipotesis 

bahwa reformasi regulasi, penguatan kapasitas pengawas, dan peningkatan partisipasi masyarakat, 

jika diintegrasikan secara sistemik, dapat memperbaiki kualitas pengawasan Pilkada secara nyata. 

Data penindakan pelanggaran oleh Bawaslu juga menunjukkan bahwa sanksi tegas dan 

konsisten dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Data eksekusi sanksi terhadap 

pelanggaran berat, misalnya, berbanding lurus dengan penurunan kasus serupa pada Pilkada 

berikutnya di wilayah terkait. Namun demikian, efektivitas ini masih terkendala oleh praktik 

impunitas yang kadang terjadi ketika pelaku pelanggaran memiliki kekuatan politik signifikan. Hal ini 

mengisyaratkan perlunya harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih independen. Data 

pelanggaran Pilkada memperlihatkan bahwa dimensi sosiologis, seperti budaya permisif terhadap 

politik uang dan relasi patron-klien, juga berkontribusi pada berulangnya pelanggaran di berbagai 

daerah. Analisis ini didukung oleh temuan survei persepsi publik yang menunjukkan tingkat toleransi 

yang masih cukup tinggi terhadap praktik-praktik tersebut, khususnya di wilayah dengan literasi 

hukum yang rendah, (Pande, 2011). Kondisi ini mengonfirmasi perlunya kebijakan edukasi yang tidak 

hanya berbasis regulasi, namun juga menyentuh aspek kultural masyarakat. Pengolahan data empiris 

dari berbagai aspek regulasi, kelembagaan, partisipasi publik, hingga teknologi mendukung klaim 

bahwa penguatan sistem pengawasan Pilkada memerlukan pendekatan interdisipliner dan kolaboratif. 

Hasil yang diperoleh tidak hanya sejalan dengan ekspektasi awal penelitian, namun juga menawarkan 

perspektif baru terkait kebutuhan reformasi berkelanjutan dalam bidang pengawasan Pilkada. Desain 

kebijakan yang komprehensif dan berbasis data, dengan memperhatikan integrasi reformasi regulasi, 

penguatan institusi pengawas, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai 

prasyarat utama keberhasilan pengawasan Pilkada yang adil dan transparan. Dengan demikian, upaya 

untuk memperbaiki sistem pengawasan Pilkada tidak hanya sekadar memenuhi standar formal 

keadilan, tetapi juga menegaskan pencapaian keadilan substantif yang mampu meningkatkan kualitas 

demokrasi lokal di Indonesia. 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi keadilan dalam 

pengawasan pemilihan kepala daerah di Indonesia masih sangat kompleks, yang ditandai oleh 

dominasi pelanggaran berupa penyalahgunaan fasilitas negara, pengelolaan dana kampanye yang 
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tidak transparan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan efektivitas lembaga pengawas seperti 

Bawaslu. Data yang diolah dalam penelitian ini menegaskan bahwa reformasi regulasi, penguatan 

kapasitas kelembagaan, dan integrasi teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

peningkatan efektivitas pengawasan Pilkada. 

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi yang penting bagi pengembangan 

studi hukum tata negara, khususnya dalam ranah pengawasan pemilihan umum. Studi ini 

menampilkan konstruksi hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga 

menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, responsif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam 

mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini dapat menjadi 

rujukan bagi pemerintah, pembuat regulasi, dan lembaga pengawas untuk merancang kebijakan yang 

lebih progresif dalam mengatasi problematika pengawasan Pilkada, dengan menekankan pada 

reformasi regulasi, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan ekosistem pelaporan berbasis digital dan 

masyarakat. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan dalam cakupan wilayah 

studi, akses data primer yang bersifat sensitif, serta belum optimalnya pengukuran dampak jangka 

panjang dari kebijakan yang diimplementasikan. Agenda penelitian di masa depan dapat diarahkan 

pada kajian komparatif antar daerah, eksplorasi lebih dalam tentang strategi pemberdayaan 

masyarakat berbasis budaya lokal, serta evaluasi longitudinal terhadap efektivitas digitalisasi 

pengawasan pemilu. Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat memicu penelitian lebih lanjut 

yang bersifat lintas disiplin dan berbasis data empirik yang lebih luas, guna memperkuat sistem 

pengawasan Pilkada di Indonesia. 
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